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Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Pengangguran dan 
Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara 
 
Effect of Per Capita Income Growth, Unemployment and 







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 
pendapatan perkapita, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap 
tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Sedangkan temuan-temuan yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini adalah hasil uji regresi yakni antara pendapatan 
perkapita terhadap tingkat kemiskinan dapat dikatakan berpengaruh negatif dan 
signifikan. Dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka tingkat kemiskinan 
tinggi dan memiliki pengaruh secara signifikan. Dengan demikian hipotesis 
pertama terbukti. Berdasarkan hasil uji regresi antara tingkat pengangguran 
terhadap tingkat kemiskinan, dimana dari hasil analisis tersebut di atas dapat 
dikatakan bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan semakin tinggi tingkat 
kemiskinan, dan berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian hipotesis 
diterima. Berdasarkan hasil uji regresi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa     
antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan 
signifikan. Dimana dengan adanya tingkat pendidikan maka akan dapat 
mengurangi tingkat kemiskinan, dengan demikian hipotesis terbukti. 
 
Kata kunci: Pertumbuhan pendapatan perkapita, pengangguran, 
pendidikan, dan tingkat kemiskinan 
 
 
The purpose of this study was to determine the effect of the growth of per capita 
income, unemployment rate and level of education on the level of poverty in the 
Southeast. While the findings obtained from this study is that the results of the 
regression analysis between per capita income on the level of poverty can be 
said to be negative and significant. Where the higher the per capita income and 
high poverty levels had no significant influence. Thus the first hypothesis is 
proven. Based on the results of the regression test between unemployment rates 
on the level of poverty, where the results of the above analysis it can be said that 
the higher the unemployment, the higher the level of poverty, and significant. 
Thus the hypothesis is accepted. Based on the test results described regression 
showed that the level of education to poverty levels and a significant negative 
effect. Where with the level of education will be able to reduce the level of 
poverty, so the hypothesis is proven.  
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1.1 Latar Belakang 
Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, 
beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan 
yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional 
karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan 
dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, 
dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam 
menjalani kehidupan secara bermartabat (Agussalim, 2009). 
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah 
salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan 
dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan 
kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai 
kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan 
secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-
masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah 
ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.Oleh 
karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional 
adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan 
jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi 
atau instrument pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan 







dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 
2003). 
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Sulawesi 
Tenggara per Maret 2012 tercatat sebesar 13,71 persen dari jumlah 
penduduknya atau sebesar 316,33 ribu jiwa.Dari jumlah tersebut, 90,02% berada 
di daerah pedesaan, sedangkan sisanya berada di daerah perkotaan. Mereka 
kebanyakan hidup dari buruh tani atau tak memiliki pekerjaan yang tak 
menentu.Mereka tak memenuhi standar pendapatan Rp152 ribu per bulan 
perkapita. Persentase pangsa jumlah penduduk miskin di perkotaan tersebut 
relatif  tetap dibanding Maret 2007 yang tercatat sebesar 6,24% dari jumlah 
penduduk miskin pada tahun tersebut. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin 
di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan, dari 465,40 ribu per Maret 2007 
menjadi 316,33 ribu pada  Maret 2012 , atau menurun 7,62%. Penurunan jumlah 
penduduk miskin tertinggi terjadi di daerah pedesaan sebesar 17,00%, dari 
434,10 ribu orang pada Maret 2007menjadi  284,77 ribu orang. Jumlah tersebut 
masih relatif cukup besar, yaitu sekitar 17,00% dari total penduduk Sulawesi 
Tenggara. 
Pada grafik 1 terlihat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2007-
2012 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, dibandingkan dengan 
Sulawesi selatan. Hal ini terlihat dari masuknya Provinsi Sulawesi Tenggara 
dalam 16 Provinsi teratas dalam mengatasi tingkat kemiskinan. Ke-16 provinsi 
yang mengalami penurunan angka kemiskinan secara signifikan tersebut adalah 
provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan 
Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa tenggara Barat, Papua, 





yang merupakan propinsi ke-33 hasil pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan 
pada tahun 2004 (Mahaji Noesa). 
 
Grafik1.1 
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara  




Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang 
layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan 































menurunkan tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan memang telah lama ada 
sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan 
karena kurang pangan, tapi  miskin dalam bentuk minimnya pangan dan materi. 
Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas 
pendidikan, pelayanan kesejahteraan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang 
tersedia pada jaman modern. 
Ekonom-ekonom Bank Dunia Athuwalia, Carter, dan Chenery 
menyimpulkan bahwa, hampir 40% penduduk-penduduk dari Negara sedang 
berkembang termasuk Indonesia hidup dalam tingkat kemiskinan absolute yang 
dibatasi pengertiannya dalam hubungannya dengan tingkat pendapatan yang 
kurang mencukupi untuk menyiapakan kebutuhan gizi makanan yang cukup 
memadai. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang 
tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 
kebuthan minimal dan stansar hidup tertentu.Dalam arti proper, kemiskinan 
dipahami sebagai keadaan kekurangtan uang dan barang utuk menjamin 
kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chamber (Suryawati,2005) mengatakan 
bahwa kemiskinan adalah suatu intergrate concept yang memiliki lima dimensi, 
yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentangan 
mengatasi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), 
5) keterasingan (isolation), baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut 
BPS (2007) seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya dibawah 
garis kemiskinan. 
Kebijakan pembangunan terus dilakukan dan ditingkatkan yaitu 
pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan 





dan stabilitas nasional dan regional yang sehat dan dinamis. Namun dalam 
keberhasilan pembangunan nasional selama ini masih ditemui beberapa aspek 
kehidupan masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan. 
Diantara aspek kehidupan masyarakat yang belum terjamah secara tuntas 
adalah masalah kemiskinan yang terjadi dimana-mana. Indonesia sebagai 
Negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa 
penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenans 
2010) telah mencatat perununan yang luar biasa dalam tingkat kemiskinan 
dibandingkan dengan tingkat pencapaian pada Negara-negara sedang 
berkembang lainnya. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2010 
sebesar 31,02 juta jiwa. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan 
ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun 
dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil 
tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai 
berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 
2000). 
Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat 
pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di 
banyak negara yang sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, 
ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung 
meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. 
Oleh sebab itu, mulai awal tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila 





penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal. Dalam 
periode tersebut munculah teori-teori baru seperti Teori Pertumbuhan dan 
Distribusi New-Keynesian oleh Kaldor (1955) dan Passineti (1962). Secara 
umum, teori-teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mencapai 
hasil yang optimal jika peningkatan pendapatan nasional disertai dengan 
pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat (Tambunan dalam 
Dian Octaviani, 2001). 
Grafik1.2 
PDRB atas Dasar Harga Konstan Sulawesi Tenggara 2007-2012 
 
Sumber PDRB Sulawesi Tenggara Tahun 2012 
Pada grafik 2 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Sulawesi Tenggara memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari 
waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk 
Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk 
menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. 
Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara selama ini 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Kantor 
Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa tingkat pendidikan penduduk yang 
berumur sepuluh tahun keatas di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 sampai 
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SLTA, Tamat D III/Akademi, dan tamat Perguruan Tinggi dapat di lihat pada table 
VI.1.2. Dari data tersebut ternyata tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara relatif masih rendah dimana  sebagian besar penduduk hanya 
berpendidikan tamat SD seperti yang terlihat pada grafik 3. 
 
Grafik1.3 
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Umur 10 Tahun Ke atas  
Di Prov. Sultra Tahun 2007 – 2012 
 
 
Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir 
dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu 
bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu 
waktu.Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus 
mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Banyak orang miskin yang 
mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. 
Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa 
mengakibatkan kebodohan,dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan 
























Jumlah Pengangguran Terbuka Sulawesi Tenggara 2007-2012 (jiwa) 
 
Sumber: BPS Sultra 2012  
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 
lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang 
ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran 
merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu Negara. 
Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara 
(Tambunan, 2001). Di Sulawesi Tenggara besarnya tingkat pengangguran 
bergerak naik dari 38,678 jiwa tahun 2007 menjadi 41.078 jiwa di tahun 2012, 
seperti yang terlihat pada grafik 4. 
Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya 
memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga 
mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses 
pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Deni Tisna, 2008) 
dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang 
bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar 
keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa 














meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat 
melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka 
pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula 
peningkatan kemakmuran masyarakat. 
Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek 
karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan 
yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya 
lingkungan hidup (Word Bank, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu sebab 
kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and 
assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan 
dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable).Di 
samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan 
dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki 
pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada 
umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan 
secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan 
dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah 
kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, 
lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. 
(www.bappenas.go.id) 
Hermanto S. dan Dwi W. (2006) dalam penelitiannya tentang pengaruh 
pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukan 
bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi 
kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut relatif tidak besar. Populasi 





namun besaran pengaruhnya relatif kecil.Sedangkan pendidikan mempengaruhi 
secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengaruhnya paling 
besar. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memang merupakan pionir dalam 
pembangunan. 
Dian Oktaviani (2001) dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh 
pengangguran terhadap kemiskinan di indonesia menemukan bahwa tingkat 
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang 
artinya bahwa semakin tinggi tingkat penggauran di Indonesia maka jumlah 
penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring 
pertambahan jumlah pengguran. Selain itu Deni Tisna (2008) dengan penelitian 
yang sama juga menghasilkan hasil yang sama pula, yaitu bahwa tingkat 
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 
Indonesia. Yang mana penelitiannya menggunakan metode panel data tahun 
2003 - 2004. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sulawesi 
Tenggara, dalam judul skripsi “Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, 
Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian 
iniadalah : 
1. Apakah pertumbuhan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan di Sulawesi Tenggara? 






3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 
Sulawesi Tenggara? 
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat pengangguran dan tingkat 
pendidikan terhadap tingkatkemiskinan di Sulawesi Tenggara. 
1.3.2 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teorotis, penelitian ini diharapakan menambah bahan 
kepustakaan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berguna 
bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. 
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan 
yang berguna bagi masyarakat, mahasiswa, pemerintah daerah dan 

















2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Perdebatan Tentang Konsep 
Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan 
semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain 
yang melingkupnya. Kemiskinan tidak lagi dianggap hanya sebagai dimensi 
ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, 
pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah 
ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi 
kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi 
penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang 
perbulan. Sedangkan bagi dinas social mendefinisikan orang miskin adalah 
mereka yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak maapu 
memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka 
yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. 
Definisi kemiskinan menurut UNDP (United Nations Development 
Programme) Badan Program Pembangunan adalah ketidak mampuan untuk 
memperluas kebutuhan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak 
adanya pastisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu 
indikator kemiskinan. 
 Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana 







memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 
kehidupan yang bertabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhi 
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 
pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan 
atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
social-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.  
Selanjutnya, Agussalim (2000) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat 
diklarifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan 
penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas 
kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Seseorang dikatakan miskin 
secara absolute apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis 
kemiskinan absolute. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk 
memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan 
absolute tersebut. 
Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolute sebagai suatu 
kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah pada kebutuhan dasar manusia. 
Termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, 
pendidikan dan informasi.Kemiskinan relative adalah perbandingan antara 
kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok miskin, 
kelompok yang mungkin tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan 
yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan relative tersebut (Roy Hendra, 
2010). 
 
2.1.2 Mengukur Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu timbul di Negara 





sudah banyak program-program yang ditujukan dalam upaya penghapusan 
kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian 
masalah ini disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin 
ternyata sangat kompleks. 
Di Indonesia, ukuran kemiskinan sering kali didasarkan pada pendekatan 
yang digunakan oleh BPS, penduduk miskin ditentukan berdasarkan jumlah 
pengeluaran kebutuhan pokok atau tingkat konsumsi per kapita dibawah suatu 
standar tertentu yang disebut grais kemiskina (poverty line).Mereka yang berada 
dibawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Untuk 
kepentingan studi empiris biasa digunakan tiga indicator kemiskinan obsolut 
(absolute proverty) (Adams, 2003; Kray, 2004) dalam Agussalim, 2009; yaitu: 
Proverty Headcount Index (PHI) yaitu, presentase penduduk yang hidup 
dibawah garis kemiskinan. Proverty Gap Index (PGI), mengukur selisih antara 
presentase rata-rata pengeluaran (pendapatan) penduduk miskin terhadap garis 
kemiskinan. Proverty Severity Index (PSI) yaitu mengukur kedalaman atau 
keparahan kemiskinan. Index ini tidak lain adalah PGI yang dikuadratkan 
sehingga sering disebut square proverty gap index, index ini pada prisipnya 
sama dengan PGI, namun selain mengukur swelisih atau jarak yang 
memisahkan orang miskin dengan garis kemiskinan, juga mengukur 
ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara 
penduduk miskin. 
 (Agussalim, 2009), ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas 
dibandingkan dengan kemiskinan karena tidak hanya fokus pada penduduk 
miskin (berada dibawah garis kemiskinan) tetapi mencakup seluruh penduduk, 





memperlihatkan berapa persen pendapatan (pengeluaran) masing-masing 
kelompok penduduk tersebut (biasanya dibagi atas 5 atau 10 kelompok)terhadap 
total pendapatan (pengeluaran). Penduduk yang berada pada kelompok 
terbawah diidentifikasikan sebagai orang miskin. 
 (Todoro, 2003) para ahli ekonomi membedakan antara dua ukuran utama 
distribusi pendapatan, yakni: Distribusi Pendapatan Fungsional atau distribusi 
bagian factor, menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional yang diterima 
oleh masing-masing factor produksi berdasarkan kontribusi yang diberikan factor 
tersebut pada suatu proses produksi dan Distribusi Pendapatan Perseorangan 
atau besaran pendapatan, distribusi pendapatan ini menyangkut orang per orang 
atu rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Di Indonesia, 
perhitungan distribusi pendapatan didasrakan pada data survey Sosial Ekonomi 
Nasional (susenas) yang dilakukan sekali dalam tiga tahun. 
Pembangunan ekonomi berhubungan erat dengan masalah kemiskinan 
sebab tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran 
masyarkat atau pemerataan kesejahteraan dengan kata lain pembangunan 
bertujuan mengentaskan kemiskinan (Suryana, 2000). 
Menurut Emil Salim (1976) masalah pokok yang dihadapi oleh pedesaan 
di Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan keadaan ini ditandai oleh: 
Pendapatan yang rendah dari sebagian penduduk pedesaan, dan terdapatnya 
kesenjangan antara golongan kaya dan miskin dalam usaha-usaha 
pembangunan sehingga disinyalir kondisi-kondisi tersebut kurang 
menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan. 
Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya melanda penduduk 





mereka yang termasuk kategori petani kecil yang bertempat tinggal didaerah 
yang terisolir dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 
kurang menguntungkan. Petani kecil yang hidup dalam kemiskinan tersebut 
umumnya memiliki lahan pertanian yang sempit. Kecilnya luas lahan yang dimiliki 
mengakibatkan mefreka sangat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Dari waktu ke 
waktu jumlah penduduk miskin ini semkain berkurang di daerah pedesaan, 
sementara jumlah penduduk miskin di kota semakin banyak. Hal ini disebabkan 
banyak penduduk miskin dari desa yang pergi ke kota mencari pekerjaan yang 
lebih baik. Akibatnya kereka bekerja di sector informal perkotaan seperti 
pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, dan 
sebagainya. Sebagian dari profesi ini membuat mereka tetap tergolong miskin 
(Soemitro, 2002). 
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau 
patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau 
kemampuan dari sisi orang miskin itu sendiri. Penyebab keluarga yang 
menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga, penyebab sub-budaya 
(subculture) yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, 
dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar, penyebab agensi, yang 
melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, yang memberikan alasan 
bahwa kemiskinan merupakan hasil struktur social (The Woorld Bank, 2007).  
Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan 
sebuah perekonomian antara lain pendapatan nasional, produk nasional, tingkat 
kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. 
Salah satu terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output 





Sebab, besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah 
perekonomian. 
Besarnya output nasional merupakan gambaran awal seberapa efisien 
sumber-sumber yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, 
uang, dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang 
dan jasa. Maka semakin besar pendapatan nasional suatu Negara, semakin baik 
efisiensi alokasi sumber daya ekonominya. Besarnya output nasional juga 
merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu 
Negara. Dimana alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemakmuran adalah 
output nasional perkpita. Nilai output per kapita diperoleh dengan cara membagi 
besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang 
bersangkutan. Jika angka output pendapatan semakin besar, maka kemakmuran 
diaanggap semakin tinggi. Besarnya output nasional merupakan gambaran awal 
tentang masalah-masalah struktural yang (mendasar) yang dihadapai surau 
perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil 
penduduk maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi 
pendapatannya (Todaro, 1995). 
Selain perhitungan pendapatan nasional, perhitungan pendapatan suatu 
daerah (region) diperlukan guna mengetahui perbedaan pembangunan yang 
dilaksanakan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. 
 
2.1.3 Efek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan 
Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan  masyarakat 
pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan 
pembangunan region tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan 





tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkutpaut dengan peningkatan 
pendapatan masyarakat diwilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah 
pendapatan rata-rata (income per capita) masyarakat (Tarigen, 2005) 
Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai 
produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi 
pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi 
pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor 
produksi yang dimiliki oleh penduduk diwilayah tersebut yang ikut serta dalam 
proses produksi dalam jangka waktu tertentu (Hedibroto, dkk;1973). 
Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga 
konsumen. Perhitungan atas dasar berlaku (at current prince) merupakan jumlah 
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi 
didalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan 
harga tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku 
belum menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya. 
Perhitungan atas dasar konstan (at constant prince) menggambarkan 
perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah 
dihilangkan dengan cara menilai dengan harga satu tahun dasar tertentu. 
Perhitungan atas harga constant berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi 
secara keseluruhan atau sektoral. 
Ada beberapa cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan 
pendapatan suatu daerah yakni: a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
atas dasar harga pasar,PDRB suatu daerah diperoleh dengan menjumlahkan 
nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor 





komponen faktor pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan) 
penyusutan serta pajak tidak langsung.Upah/gaji adalah balas jasa dari faktor 
produksi tanah, dan keuntungan (profit) adalah balas jasa dari entrepreneurship 
(kewirausahaan). b) Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar, 
perbedaan antara konsep “netto” dan konsep “bruto” adalah karena pada bruto, 
faktor penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep netto 
penyusutan telah dikeluarkan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai 
susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka 
hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud diatas. c) Produk Domestik 
Regional Bruto Netto atas dasar biaya faktor, perbedaan antara konsep biaya 
faktor dan konsep harga pasar diatas adalah karena adanya pajak tidak 
langsung yang dipungut oleh pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh 
pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak 
penjualan, biaya ekspor/impor, bea cukai, dan lain-lain pajak kecuali pajak 
pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung oleh unit produksi 
dibebankan pada biaya produksi atau pembeli hingga pajak tidak langsung 
berakibat menaikkan harga barang. Berbeda dengan pajak tidak langsung, 
sebaliknya subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unti produksi pada 
dasarnya akan membawa pengaruh penurunan harga jadi pajak tidak langsung 
dan subsidi mempunyai pengaruh yang sama terhadap harga barang (Sedono 
Sukirno, 2000). 
Dengan demikian, apabila pajak tidak langsung dikurangi, subsidi akan 
diperoleh pajak tidak langsung netto. Jika produk domestic regional netto atas 
dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung netto maka akan diperoleh 





Dari konsep-konsep diatas, dapat diketahui bahwa produk domestic 
regional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah kontra 
perstasi faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi diwilayah 
tersebut, atau merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah, gaji, 
bunga, sewa, dan keuntungan yang timbul dari wilayah tersebut. Akan tetapi, 
pendapatan yang dihasilkan tidak seluruhnya merupakan pendapatan penduduk 
dari daerah tersebut sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh 
pendapatan wilayah lainnya. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki 
oleh orang luar, tapi perusahaan tadi beroperasi di wilayah tersebut, maka 
dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik 
orang lain yaitu milik orang yang memiliki modal tersebut. Sebaliknya kalau ada 
penduduk daerah ini yang menanamkan modalnya diluar daerah maka 
keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang lain yaitu milik 
orang yang mempunyai modal tersebut. 
Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang 
diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Pendapatan 
perkapita sering menjadi tolak ukur kemakmuran suatu Negara atau 
daerah.Pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu 
Negara untuk memperbesar suatu output dalam laju yang lebih cepat daripada 
pertumbuhan penduduk.Tingkatan dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita 
riil (yakni sama dengan pertumbuhan pendapatan perkapita setelah dikurangi 
dengan tingkat inflasi) merupakan tolak ukur ekonomis yang paling sering 
digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu 





Berdasarakan tolak ukur tersebut, maka akan dimungkinkan untuk 
mengetahui seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata-rata 
penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. 
2.1.4 Hubungan PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan 
Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih 
tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan 
yang harus diambil.Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal 
bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan 
dan berhak menikmati hasilnya. 
Produk Domestik ragional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai 
produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi 
pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinajau dari segi 
pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor 
produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam 
proses produksi dalam jangka waktu tertentu. 
Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga 
konstan. Perhitungan atas dasar berlaku (at currebnt Prince) merupakan jumlah 
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di 
dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan 
harga tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku 
belum menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya. 
Pendapatan perkapita merupakan gamabaran rata-rata pendapatan yang 
diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Pendapatan 
perkapita sering menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara atau daerah. 





untuk memperbesar output dalam laju yang lebih cepat daripada pertumbuhan 
penduduk. Tingkatan dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita riil (yakni 
sama dengan pertumbuhan pendapatan perkapita setelah dikurangi dengan 
tingkat inflasi) merupakan tolak ukur ekonomis yang paling sering digunakan 
untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu negara. 
Berdasarkan tolak ukur tersebut, makan akan dimungkinkan untuk 
mengetahui seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata-rata 
penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. 
Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang 
apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan 
ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarakan pertumbuhan produk domestik 
regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh 
mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa 
yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah 
berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.Dan apabila tingkat 
pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tanggamiskin terpaksa 
merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah 
barang yang berkurang (Sadono Sukirno, 2000). 
 Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan 
kesejahteraan masyarakat diberbagai Negara dan juga dapat menggambarkan 
perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah 
terjadi diantara berbagai Negara (Lincoln Arsyad,1999). Semakin tinggi tingkat 
pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang 
untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 





penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan 
berkurang. 
Menurut Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan 
kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal 
proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 
mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 
berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa 
PDRB Sebagai indicator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap 
kemiskinan. 
2.1.5 Efek Pengangguran Terhadap Kemiskinan 
Nanga (2010; 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan 
dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) 
tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.Seseorang 
yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan 
sebagi pengangguran. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu Negara 
biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment 
rate), yaitu jumlah pengangguran dinyatakan sebagi persentase dari total 
angkatan kerja (labor force). Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah 
orang yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur 
tertentu. 
Pengangguran prinsipnya mengandung arti hilangnya output (loss of 
output), dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. 
Disamping memperkecil output, pengangguran juga mengacu pengeluaran 
pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan 





Dilihat dari sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan kedalam 
beberapa jenis sebagai berikut; a) Pengangguran fraksional atau transisi 
(frictional or transisional unemployment) adalah jenis pengangguran yang timbul 
karena sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja yang 
terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis 
pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu 
daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan kepekerjaan lain, atau melalui 
berbagai tingkat siklus kehidupan. b) Pengangguran Struktural  (structural 
unemployment), jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya 
perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya 
ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidak 
seimbangan di dalam pasar tenaga kerja antara lain karena adanya permintaan 
atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya permintaannya 
mengalami penurunan, dan penawaran itu sendiri tidak dapat melakukan 
penyesuaian dengan cepat terhadap penyesuaian tersebut (Samuelson dan 
Nordhaus, 1992). c) Pengangguran alamiah (natural unemployment) atau lebih 
dikenal dengan tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment) 
adalah tinghkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh 
(Sachs and Larrain, 1993) atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang 
diharapkan (expected inflation) sama dengan tingkat inflasi actual (actual 
inflation). Milton Friedman (1968) mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah 
sebagai tingkat pengangguran diamana tekanan keatas (pressure) dan tekanan 
kebawah (downward pressure) terhadap inflasi harga dan upah berada dalam 
keseimbangan. d) Pengangguran siklis atau konjungtual (cyctical 





merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan 
agregat didalam perekonomian dibandingkat penawaran agregat. 
Pengaangguran siklis merupakan pengangguran diatas tingkat alamiah terjadi 
ketika output berada dibawah tingakat kesempatan kerja penuh (Dombusch dan 
Fischer, 1996) 
Edgar O. Edwards (Todaro;1995) membedakan lima bentuk kurangnya 
pemanfaatan tenaga kerja sebagai berikut : Pemekerja terbuka, baik yang 
sukarela (yaitu orang-orang yang tidak dimasukkan kedalam pertimbangan 
beberapa pekerjaan yang dipakai dalam mengklarifikasikan mereka, termasuk 
beberapa sarana pendukung lain dari aspek pemekerjaan) dan tidak suka rela. 
Semi-pengangguran,mereka yang bekerja sedikit (perharinya, perminggu-nya, 
atau permusimnya) padahal mereka ingin bekerja lebih banyak dan lebih lama. 
Tampaknya aktif tapi kurang dimanfaatkan,yaitu mereka yang tidak tergolong 
sebagai pengangguran maupun semi pengangguran berdasarkan batasan 
tersebut diatas.Mereka sebenarnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok. 
Setiap Negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya 
dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang mantap dan berkelanjutan (sustained economic growth). Tingkat 
pengangguran yang relative tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai 
tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat 
ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran terhadap perekonomian. 
Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 
memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya.Pengangguran 
menyebabkan output actual  (actual output) yang dicapai lebih rendah dari atau 





kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang 
mungkin akan dicapainya. Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan 
pajak (fax revenue) pemerintah berkurang. Pengangguran yang bdisebabkan 
oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan 
pendapatan pajak yang mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. 
Dengan demikian, tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi 
kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. 
Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat 
buruk kepada kegiatan sector swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja 
biasanya akan diikuti pula dengan oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin 
perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk 
melakukan investasi dimasa akan datan. Kedua, penagnggurang yang muncul 
sabagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan 
berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk 
melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan 
pertumbuhan ekonomi dimasa akan datang (Remi, Soemitro, Tjiptoherjianto, 
2002).  
Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara 
keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat 
buruk terhadap individu dan masyarakat, sebagai berikut : 
Pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan 
pendapatan. Di Negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan 
(bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, 





Sebaliknya Negara-negara berkembang tidak terdapat program asuransi 
pengangguran, dan karenanya hidup penganggur harus dibayar oleh tabungan 
masa lalu atau pinjaman. Keadaan ini potensial mengakibatkan pertengkaran 
dari kehidupan keluarga yang tidak harmonis, 
Kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau 
berkurangnya keterampilan. Keterampilan dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan 
hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut akan menyebabkan 
skillis pekerja semakin merosot. 
Ketiga, pengangguran dapat juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan 
politik.Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengganguran yang tinggi dapat 
menimbulkan rasa yang tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang 
berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak popular dimata 
masyarakat, dan berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada 
pemerintah dan adakalanya hal itu disertai pula dengan  tindakan demonstrasi 
dan huru hara. Kegiatan-kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan 
dan lain lain sebagainya akan semakin meningkat. 
Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah 
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan mengakibatkan peluang mereka 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila 
penganggur disuatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu 
berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan 





Menurut Dian Octaviani (2001), jumlah pengangguran erat kaitannya 
dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan 
yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. 
Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar 
penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya 
bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. 
Kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela 
karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tingkat 
pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih 
rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-
sember lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang 
seperti ini biasa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. 
Sadono Sukirno (2000), banyak alasan yang menyebabkan analisis faktor 
ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara 
mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan 
kepada pendapatan nasional.Dikebanyakan Negara pengeluaran konsumsi 
sekitar 65-70 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang kedua, konsumsi 
rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan 
ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi adalah pembelanjaan atas 
barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. 
Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang 
kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelajaan atau konsumsi. Barang-
barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 





pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan 
masyarakat suatu wilayah.Semakin kecil pengeluran penduduk untuk konsumsi 
makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. 
Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat 
dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di Negara yang sedang berkembang, 
pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk 
memenuhi kebutuhan gizi (BPS). 
Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan yang 
dibelanjakan.Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam 
suatu Negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi 
masyarakat Negara yang bersangkutan. Menurut Rahardja (2001), pengeluaran 
konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah (government consumption) dan 
konsumsi masyarakat atau rumah tangga (household consumption). Pengeluaran 
konsumsi rumah tangga adalah semua pembelian barang dan jasa oleh rumah 
tangga yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode tertentu dikurangi netto 
penjualan barang bekas. Untuk menduga pengeluaran konsumsi rumah tangga 
digunakan data pendukung antara lain; rata-rata pengeluaran perkapita 
kelompok makanan dan bukan makanan dan Indeks harga konsumsi (IHK) untuk 
masing-masing kelompok komoditi dan jasa dari bagian statistik harga konsumsi. 
Lincolind Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat 
sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.Bagi sebagian 
besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time 
selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.Masyarakat 
yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya 





yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara 
penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja diperkotaan 
yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik 
dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak 
pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap 
demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu 
masalah keuangan mereka.Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur 
tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya induvidu yang 
mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan 
yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara 
penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin. 
 
2.1.6 Dampak Pendidikan Terhadap Kemiskinan 
Menurut Suryadiningrat (2003), kemiskinan pada hakikatnya disebabkan 
oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran 
ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya 
penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan orang lain. Penganiayaan 
manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya : 1) keengganan bekerja dan 
berusaha, 2) kebodohan, 3) motivasi rendah, 4) tidak memiliki rencana jangka 
panjang, 5) budaya kemiskinan dan 6) pemahaman keliru terhadap kemiskinan. 
Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan 
seseorang bekerja dan berusaha akibat : 1) Ketidakpedulian orang mampu 
kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu dan 2) kebijakan yang 
tidak memihak kepada orang miskin. Beberapa faktor yang dinilai sebagai sebab-
sebab kemiskinan menurut Handayani (2001) antara lain: (1) Kesempatan kerja, 





penghasilan atau jika tidak bekerja penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, 
bulan, maupun tahun, (2) upah gaji di bawah minimum, (3) produktivitas kerja 
yang rendah, (4) ketiadaan aset, (5) diskriminasi, (6) tekanan harga, dan (7) 
penjualan tanah.  
Menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan 
dapat juga di sebabkan karena pendidikan yang rendah. Dimana taraf pendidikan 
yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas 
danmenyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf 
pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan 
memanfaatkan peluang. 
Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian 
besar penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di 
negara- negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara 
pendidikan, produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak 
mengherankan karena sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 
1960-an adalah mamaksimumkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, 
dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan 
kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) 
menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang 
mendasar. Yang mana pendidikan mamainkan peranan kunci dalam membentuk 
kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk 
mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 
berkelanjutan. 
Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994), pendidikan di banyak 





digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaaan baik serta 
penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. 
Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan 
orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga 
ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga 
tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. 
Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2006) dihasilkan bahwa pendidikan 
mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel 
pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.  
 
2.2 Tinjauan Empiris 
Fahira (2012) Analsis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk 
miskin di Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, 
pengangguran dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan. 
Dalam riset ini digunakan suatu metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan 
(Library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan 
kepustakaan berupa buku-buku, literature, tilisan-tulisan ilmiah, dan laporan yang 
berkaitan dengan topic yang akan diteliti. Berdasarkan analisis dapat 
disimpulakan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tingkat kepercayaan 
95 persen. 
Setyana Tri Putri (2011) Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran 
terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap 
kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian di lakukan di Provinsi Jawa Tengah 





tahun 2001-2010 dan data kerat lintang (cross section) 35 kabupaten kota di 
jawa Tengah yang ditunjang dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari 
penelitian ini diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi (R2), jumlah 
penduduk, PDRB, pendidikan, pengangguran dan dummy tahun tahun terhadap 
kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2001-2010 menunjukkan bahwa besarnya 
nilai R2 cukup tinggi yaitu 0,993. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk 
cukup baik dimana 99,3 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat 
dijelaskan dengan baik oleh ketiga variabel independen yakni PDRB, pendidikan 
dan pengangguran. Sedangkan 0,3 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor 
diluar model. 
 
2.3 Kerangaka Pemikiran  
Sehubungan dengan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran 
yang dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian ini sebagaimana tergambar 
pada gambar berikut ini: 
 























Pada gambar 2.1 diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di 
Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pertumbuhan 
Pendapatan perkapita, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan. 
Pertumbuhan Pendapatan perkapita memberikan gambaran tentang laju 
peretumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara dan juga dapat 
menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat 
yang sudah terjadi diantara berbagai Negara (Lincoln Arsyad,1999). Semakin 
tinggi tingkat pendapatn seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat 
kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan 
oleh pemerintah (Thamrin, 2000). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per 
kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah 
penduduk miskin berkurang. 
 Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan 
masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah 
dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena 
menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam 
kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Sadono Sukirno, 2004). 
Besar kecilnya proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan 




Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan semnetara 
terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarannya 
masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris.Berdasarakan perumusan 





1. Diduga bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. 
2. Diduga bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan di Sulawesi Tenggara. 
3. Diduga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 


























3.1 Ruang Lingkup Daerah Penelitian 
Dalam menentukan suatu lokasi penelitian, maka sangat diperlukan suatu 
lokasi yang sesuai dengan keperluan sipeneliti. Dalam hal ini penelitian dilakukan 
di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 
3.2 Jenis Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atas sekunder 
yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara pada 
kurun waktu 2007-2012. 
 
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Dalam riset ini digunakan suau metode penelitian yaitu penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-
bahan kepustakaan berupa buku-buku, literature, tulisan-tulisan ilmiah, dan 
laporan yang berkaitan dengan topic yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan adalah dengan melakukan pencatatan langsung berupa data 
time series yaitu tahun 2007-2012. 
 
3.4 Pengelolahan Data 
Untuk menghitung besaran koefisien regresi,digunakan program 
computer e-views. 
3.5 Model Analisis Data 
Dalam penelitian ini digunakan analisis data panel untuk mengetahui 







pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Model data panel 
yaitu:  
Y i = β0 + β1 X i + εi ; i = 1, 2, ..., N .................................................... (3.1) 
dimana N adalah banyaknya data cross-section 
Sedangkan persamaan model dengan time-series adalah: 
Y t = β0 + β1 X t + εt ; t = 1, 2, ..., T ...................................................(3.2) 
Dimana T adalah banyaknya data time-series  
Mengingat data panel adalah merupakan gabungan dari cross-section dan time-
series, maka model dapat ditulis dengan: 
Y it = β0 + β1 X it + εit ........................................................................(3.3)  
i = 1, 2, ..., N ; t = 1, 2, ..., T  
dimana: 
 N = banyaknya observasi 
 T = banyanknya waktu 
 N×T = banyaknya data panel 
Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di 
Sulawesi Tenggara adalah dengan menggunakan model ordinary least square 
yaitu: 
 Y =                       …………………………….(1) 
Model fungsi yang akan digunakan yaitu: 
 TK=f(PPK,TPT,TP)……………………………………………(2) 
Dimana : 
 TK = Tingkat  kemiskinan di Sulawesi Tenggara 
 PPK= Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 
 TPT= Tingkat Pengangguran Terbuka 





Y =  Tingkat kemiskinan 
X1 =  Pertumbuhan pendapatan perkapita 
X2 =  Tingkat pengangguran 
X3 =  Tingkat pendidikan 
β₁, β2, β3, = Konstanta 
 e= Standar error 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel  
1. Tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada di bawah 
garis kemiskinan di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2012 (dalam 
satuan persen) dengan menggunakan rumus: 
TK= 
                     
               
      
2. Pertumbuhan pendapatan perkapita adalah gambaran rata-rata 
pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses 
produksi, dinyatakan dalam satuan persen dengan menggunakan rumus: 
                
           
      
      
3. Pengangguran yaitu, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama 
sekali,sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari seminggu, atau 
seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 
pengangguran umumnya disebabkan karana jumlah angkatan kerja atau 
para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang 
mampu menyerapnya.tinggkat pengangguran dapat di hitung dengan 
cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan 





    
                            
               
      
4. Tingkat pendidikan yaitu, proksi dari rata-rata lama sekolah 


























HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1 Gambaran Umum Sulawesi Tenggara 
4.1.1 Kondisi Geografis 
Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di kaki Pulau Sulawesi bagian paling 
tenggara.Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi wilayah daratan yang terletak di 
Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di lepas pantai tenggara. Pulau-pulau kecil 
tersebut antara lain Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kabaena dan Pulau 
Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara kaya wilayah perairan.Hampir semua 
wilayah perairan mengelilingi Provinsi Sulawesi Tenggara.Uniknya, provinsi ini 
dikelilingi oleh perairan yang berbeda-beda.Dengan demikian, Provinsi Sulawesi 
Tenggara memiliki garis pantai yang panjang. 
Ditinjau dari keadaan geografisnya, Provinsi Sulawesi Tenggara dibagian 
selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 02o45’ - 
06o15’ Lintang Selatan dan antara 120o45’ – 124o30’ Bujur Timur. Batas-batas 
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut : 
1. Sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. 
2. Sebelah Timur dengan Provinsi Maluku di Laut Banda. 
3. Sebelah Utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
4. Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Laut Flores. 
Bentang alam Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar adalah 
perbukitan, dataran tinggi yang bergelombang, dan pegunungan dengan puncak-






bagian tengah. Di bagian tengah, dataran agak melandai dan merata.Namun ke 
arah sebelah timur mulai meninggi lagi. Dari dataran tinggi timur, bentang alam 
melandai lagi hingga bertemu dengan pesisir pantai. Pesisir pantai di timur 
merupakan wilayah pesisir pantai yang sempit. Keadaan musim di daerah 
provinsi Sulawesi Tenggara, umumnya sama seperti daerah-daerah lain di 
Indonesia yang mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. 
Musin hujan terjadi antara bulan November dan Maret, sedangkan untuk musim 
kemarau terjadi antara bulan Mei dan Oktober. Khusus bulan April, di daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara arah angin tidak menentu, demikian pula curah 
hujan, sehingga bulan April dikenal sebagai bulan/musim pancaroba. Curah 
hujan di Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya tidak merata, sehingga hal ini 
menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah daerah semi kering. 
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam berupa 
fauna (binatang) yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di Indonesia. Jenis 
binatang khas atau spesifik di daerah ini antara lain adalah Anoa, Babi Rusa dan 
Burung Maleo yang merupakan satwa langka sehingga mendapat perlindungan 
yang ketat. Binatang lain yang hidup di Sulawesi Tenggara adalah Monyet, 
Musang, Rusa, Ular, Babi Hutan, Burung Nuri dan Kakatua. Jenis-jenis Flora 
endemic di Sulawesi Tenggara adalah kayu kuku (Pericopsis mooniana) dan 
jenis komersil lainnya seperti kayu besi, kayu hitam, palapi, jati, rotan dan lain-
lain.Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari biosfir, terdiri dari 
berbagai ekosistem daratan dan lautan yang merupakan sumberdaya alam yang 







4.1.2 Luas Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibukota Kendari mencakup dataran 
Pulau Sulawesi dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 38.140 km2 
atau 3.814.000 Ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 110.000 
km2atau 11.000.000 Ha. Adapun luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di 
Provinsi ini dapat dilihat seperti tabel berikut : 





Buton 2.675,25 7,01 
Muna 2.890,41 7,58 
Konawe 6.792,45 17,81 
Kolaka 6.918,38 18,14 
Konawe Selatan 4.514,20 11,84 
Bombana 3.056,08 8,01 
Wakatobi 425,97 1,12 
Kolaka Utara 3.391,62 8,89 
Buton Utara 1.996,59 5,23 
Konawe Utara 4.877,46 12,79 
Kendari 295,89 0,78 
Bau-bau 305,70 0,80 
Provinsi Sulawesi Tenggara 38.140,00 100,00 
Sumber : Sulawesi Tenggara  
4.1.3 Pemerintahan 
Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
dengan Ibukota Kendari terdiri dari sepuluh Kabupaten dan dua kota. 
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun melakukan 
pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada masing-masing 





dibagi menjadi 184 Kecamatan yang membawahi 1.908 desa/kelurahan. Dari 
total 1.908 tersebut, terdiri dari 337 kelurahan 1.571 desa. 
Adapun pembagian daerah wilayah administrasi pemerintahan kabupaten 
/ kota adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2. Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Tenggara 
 
Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Kelurahan  Desa 
Buton Pasar Wajo 21 28 179 
Muna Raha 23 31 205 
Konawe Unaaha  26 54 284 
Kolaka Kolaka  20 45 168 
Konawe Selatan Andolo 22 10 283 
Bombana Kasipute 22 19 119 
Wakatobi Wanci 8 25 75 
Kolaka Utara Lasusua 13 5 112 
Buton Utara Buranga 6 7 50 
Konawe Utara Wanggudu 7 8 96 
Kendari Kendari 10 64  
Bau-bau Bau-Bau 6 41  
Provinsi Sulawesi Tenggara  184 337 1.571 
Sumber: Sulawesi Tenggara 
4.1.4 Kependudukan 
Jumlah penduduk tahun 2007 di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 
sebanyak 2.031.532 jiwa, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, 
dimana pada tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 2.001.818 jiwa. Dari total 
jumlah penduduk tahun 2007, tiga kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 
terbesar berturut-turut adalah sebanyak 278.829 jiwa terdapat di Kabupaten 





Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dalam kurun 
waktu 2005-2010 angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara 
sebesar 1,48 persen per tahun. Sedangkan jumlah rumah tangga di Provinsi 
Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 sebanyak 452.528 rumah tangga, 
kabupaten dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kabupaten Kolaka 
yaitu sebesar 61.792 rumah tangga. 
Kabupaten induk seperti Kolaka dan Kota Kendari memiliki konsentrasi 
penduduk yang tinggi dibanding dengan Kabupaten kota lainnya di Sulawesi 
Tenggara. Keadaan jumlah, persebaran dan pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Kota Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 4.3. Jumlah Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi 
Tenggara 
 





Buton 262.546 11,19 0,36 
Muna 256.042 10,91 1,45 
Konawe 226.040 9,63 1,87 
Kolaka 314.287 13,38 3,18 
Konawe Selatan 244.046 10,40 2,55 
Bombana 105.069 4,47 3,81 
Wakatobi 110.010 4,68 0,34 
Kolaka Utara 293.204 12,48 3,26 
Buton Utara 61.496 2,62 1,80 
Konawe Utara 51.325 2,18 2,68 
Kendari 256.390 10,92 4,15 
Bau-bau 165.326 7,04 2,62 
Jumlah 2.345.781 100,00 2,25 






4.2. Hasil Studi  
4.2.1. Analisis Kuantitatif 
1. Analisis Pendapatan Perkapita 
Perkembangan ekonomi merupakan faktor penting, karena merupakan 
cerminan dari seluruh kegiatan sektoral masyarakat. Perkembangan ekonomi 
dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang secara teori semakin 
tinggi kontribusi pendapatan daerah semakin tinggi kemampuan daerah untuk 
membangun rumah tangga sendiri. Hal ini dapat diartikan kemandirian daerah 
dalam membiayai kebutuhan daerah itu sendiri. 
Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi daerah maka diketahui 
bahwa perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) menjadi salah 
satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Demikian halnya 
dengan provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari Indonesia Timur 
yang mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 Km, sehingga dalam analisis 
data penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendapatan perkapita yakni    
dari tahun 2002 s/d tahun 2012. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan 
perkapita dalam 10 tahun terakhir (2002 s/d 2013) yang rata-rata pertahun 
sebesar Rp.5.442.450. Oleh karena itulah akan disajikan data rata-rata 
pertumbuhan pendapatan perkapita dari tahun 2002 s/d 2013 yang dapat 









Tabel 4.4. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara 
      Tahun 2002 s/d 2012 
Tahun 
Pendapatan Pertumbuhan 
perkapita (Rp) (%) 
2002 3.390.125 - 
2003 3.772.250 11,27 
2004 3.990.110 5,78 
2005 4.475.300 12,16 
2006 4.720.150 5,47 
2007 4.945.270 4,77 
2008 5.557.310 12,38 
2009 5.990.600 7,80 
2010 6.610.560 10,35 
2011 7.328.780 10,86 
2012 9.086.500 23,98 
Rata-rata Pertumbuhan 10,39 
Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 
Berdasarkan tabel 4.4 yakni pertumbuhan pendapatan perkapita dalam 
11 tahun terakhir pertumbuhannya meningkat sebesar 10,39%. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil analisis data yang sebagaimana telah digunakan pada tabel 4.4 
menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita untuk setiap tahun 
meningkat, sehingga dengan adanya pertumbuhan pendapatan perkapita yang 
terjadi dalam 11 tahun terakhir maka akan dapat mengurangi angka tingkat 
kemiskinan yang terjadi khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam    tahun 
2002 s/d 2012. 
2. Analisis Tingkat Pengangguran 
Pengangguran adalah salah satu faktor yang penting dan menjadi 
perhatian dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itulah dengan 
pentingnya tingkat pengangguran maka perlu dilakukan analisis tingkat 
pengangguran, sehingga untuk menganalisis tingkat pengangguran maka 





antara jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. 
Oleh karena itulah analisis tingkat pengangguran dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
     Jumlah orang yang mencari pekerjaan 
TPT    =  ------------------------------------------------------- x 100% 
    Jumlah angkatan kerja 
Dari formulasi tersebut di atas maka akan disajikan analisis tingkat 
pengangguran untuk tahun 2003 yang dapat dihitung sebagai berikut :  
       59.739 
TPT    =  --------------- x 100% 
       756.123 
          =  7,90% 
Dalam hubungannya dengan perhitungan tersebut di atas maka perlunya 
dilakukan analisis tingkat pengangguran yang dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus tersebut di atas dapat disajikan melalui tabel yaitu sebagai 
berikut : 
Tabel 4.5. Analisis Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara 
                Tahun 2002 s/d 2012 
Tahun 
Jumlah orang yang Jumlah angkatan 
TPT 
mencari pekerjaan kerja 
2003 59.734 756.123 7,90 
2004 73.704 789.123 9,34 
2005 87.049 872.232 9,98 
2006 100.059 924.763 10,82 
2007 77.349 1.021.782 7,57 
2008 68.983 1.212.356 5,69 
2009 138.419 1.327.125 10,43 
2010 97.123 1.456.123 6,67 
2011 188.779 1.507.822 12,52 
2012 181.535 1.607.923 11,29 





Berdasarkan tabel 4.5 yakni dari hasil perhitungan tingkat pengangguran 
yakni dari tahun 2003 s/d tahun 2012 nampaki bahwa rata-rata pertumbuhan 
tingkat pengangguran yaitu sebesar 9,22%. Hal ini dapat disimpulkan                    
bahwa tingkat pengangguran untuk setiap tahun mengalami fluktuasi. Faktor 
yang menyebabkan adanya fluktuasi tingkat pengangguran yang sebagaimana 
telah diuraikan di atas karena naik/turunnya jumlah orang yang mencari 
pekerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam tahun 2003 s/d   
tahun 2012. 
3. Analisis Tingkat Pendidikan 
Analisis tingkat pendidikan khususnya dalam penelitian ini diukur dengan 
rata-rata lama sekolah penduduk. Oleh karena itulah akan dapat disajikan data 
rata-rata lama sekolah penduduk yang diperoleh dari BPS Sulawesi Tenggara 
yakni dari tahun 2003 s/d tahun 2012 yang dapat disajikan melalui tabel      
berikut ini : 
Tabel 4.6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk (Tingkat Pendidikan) Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2003 s/d tahun 2012 
 
Tahun 

















Berdasarkan tabel 4.6 yakni rata-rata lama sekolah penduduk selama 10 
tahun terakhir yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk 
khususnya yang berada di Sulawesi Tenggara berada dalam kisaran 12 tahun, 
sehingga tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan 
khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dapat disajikan melalui tabel 
berikut ini : 
Tabel 4.7.  Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2003-2012 
    
Tahun 
Jumlah penduduk Jumlah TK 
miskin Penduduk (%) 
2003 187.228 1.871.212 10,01 
2004 286.965 1.911.103 15,02 
2005 235.394 1.960.697 12,01 
2006 260.785 2.001.818 13,03 
2007 272.478 2.031.132 13,42 
2008 215.789 2.057.892 10,49 
2009 272.323 2.090.123 13,03 
2010 223.123 2.121.345 10,52 
2011 323.457 2.151.782 15,03 
2012 264.562 2.198.763 12,03 
Rata-Rata Tingkat Kemiskinan 12,46 
Sumber : Data diolah dari BPS Sulawesi Tenggara tahun 2014 
Berdasarkan tabel mengenai analisis tingkat kemiskinan dari tahun 2003 
s/d tahun 2012 maka rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 12,46% pertahun, hal 
ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berfluktuasi, hal tersebut 
disebabkan karena adanya kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. 
 
4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian 
Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif merupakan suatu 
analisis yang memaparkan hasil secara kualitatif terhadap perkembangan data-
data yang ada untuk memperkuat analisis empiris. Penelitian ini akan membahas 





pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara dengan periode 
pengamatan dari tahun 2002  s/d tahun 2012. Untuk lebih jelasnya berikut ini 
akan disajikan hasil olahandata statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 
Release 21 yang dapat disajikan pada  tabel berikut ini : 
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pertumbuhan 
Pendapatan Perkapita 
10 4.77 23.98 10.4820 5.54221 
Pengangguran 10 5.69 12.52 9.2210 2.19138 
Pendidikan 10 9.00 16.00 12.3000 2.86938 
Tingkat Kemiskinan 10 10.01 15.03 12.4590 1.78775 
Valid N (listwise) 10     
Sumber  : Lampiran SPSS 
Tabel 4.8 yakni hasil olahan data statistik deskriptif, yang menunjukkan 
bahwa untuk variabel pertumbuhan pendapatan perkapita dengan periode 
pengamatan 11 tahun (2002 s/d tahun 2011) maka rata-rata (mean) pertumbu-
han pendapatan perkapita pertahun sebesar Rp.10.482 dengan simpangan baku 
sebesar 5.542,21, nilai pendapatan perkapita terendah sebesar 4,77 dan 
pendapatan perkapita tertinggi sebear 23,98, kemudian untuk pengangguran 
dengan maka rata-rata (mean) sebesar 9,22 orang dan standar deviasi 2,19 
orang dengan nilai pengangguran terendah sebesar 5,69 dan tertinggi sebesar 
12,52. Selanjutnya untuk pendidikan maka rata-rata sebesar 12,30 dengan 





9% dan tertinggi sebesar 16%, sedangkan untuk tingkat  kemiskinan dengan 
rata-rata sebesar 12,46% dengan standar deviasi sebesar 1,79, sedangkan 
tingkat kemiskinan yang terendah sebesar 10,01% dan tertinggi sebesar                      
15,03%.  
Adapun uji normalitas dengan histogram yang dapat disajikan pada 
gambar 4.1 yaitu sebagai berikut: 
Gambar 4.1. Grafik Histogram  
 
 
Berdasarkan tampilan grafik histogram pada gambar 4.1 di atas dapat 
disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Hal 
ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, 






Gambar 4.2. Grafik Normal Probability Plot 
 
Tampilan grafik Normal Probability Plot pada gambar diatas menunjukkan 
bahwa titik-titik (yang menggambarkan data sesungguhnya) terlihat menyebar 
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.Hal ini juga 












Adapun grafik heterokesdastisitas dapat dilihat melalui gambar berikut ini:  




Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan                       
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model 
regresi layak dipakai untuk memprediksi pertumbuhan pendapatan perkapita, 
pengangguran dan pendidikan.   
Untuk lebih jelasnya akan disajikan data mengenai hasil uji autokorelasi 
yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi 





Nilai dL Nilai dU 
.918 .843 .765 2,094 0,52 2,02 





Dari hasil pengolahan data SPSS maka diperoleh nilai DW sebesar 
2,094, sedangkan dari tabel DW dengan tingkat signifikan 0,05 dan jumlah data 
(n) = 10 serta K = 3 diperoleh nilai dL sebesar 0,52dan dU = 2,02, karena nilai  
dU = 2,02<2,094<1,98 (4 - 2,02) berarti data regresi tidak memiliki autokorelasi. 
4.2.3. Analisis Hasil Estimasi Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan 
Perkapita, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat 
Kemiskinan di Sulawesi Tenggara 
 
Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel  
bebasdependen (variabel terikat) berupa tingkat kemiskinan (Y) dan variabel 
independen (variabel bebas) berupa pertumbuhan pendapatan perkapita (X1), 
pengangguran (X2) dan pendidikan (X3). Berikut ini akan disajikan hasil regresi 
antara pertumbuhan pendapatan perkapita, pengangguran dan pendidikan 
terhadap tingkat kemiskinan yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 






t Sig  
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 12.129 1.863  6.510 .001 
Pertumbuhan Pendapatan 
Perkapita (%) 
-.145 .054 -.449 -2.703 
.035 
Tingkat Pengangguran (%) .557 .136 .683 4.111 .006 
Pendidikan -.267 .102 -.429 -2.613 .040 
Sumber : Lampiran SPSS 
Berdasarkan tabel 4.12, maka persamaan regresi yaitu : 





Berdasarkan Tabel 4.10 yakni hasil olahan data regresi dengan  
menggunakan SPSS release 21, maka selanjutnya akan dapat disajikan hasil 
pengujian regresi yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
β0 =  12.129 yang diartikan tanpa adanya kenaikan pertumbuhan 
pendapatan perkapita, pengangguran dan pendidikan maka besarnya 
tingkat kemiskinan sebesar 12,128% 
β1X1 = -0,145, yang diartikan bahwa apabila pertumbuhan pendapatan 
perkapita meningkat maka akan tingkat kemiskinan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara akan mengalami penurunan. 
β2X2 = 0,557, yang diartikan bahwa dengan meningkatnya pengangguran 
maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 
β3X3 = -0,267, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendidikan maka 
tingkat kemiskinan akan menurun. 
Kemudian untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan pendapatan 
perkapita, pengangguran dan pendidikan maka hasil selengkapnya dapat 
disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.11. Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
1 .918a .843 .765 
a. Predictors: (Constant), Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 
b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
Sumber : Hasil olahan data 
 
Dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai R = 0,918, hal ini 





pendapatan perkapita, pengangguran dan pendidikan di provinsi Sulawesi 
Tenggara. Kemudian dilihat dari nilai koefisien determinasi diperoleh nilai R2= 
0,843. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 
independen (pertumbuhan pendapatan perkapita, pengangguran dan 
pendidikan) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara mampu 
menjelaskan sebesar 84,3% sedangkan sisanya sebesar 15,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.2.4. Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel pertumbuhan 
pendapatan perkapita, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat 
kemiskinan di provinsi Sulawesi Tenggara maka digunakan uji parsial, yang 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Variabel pertumbuhan pendapatan perkapita (X1) 
Pertumbuhan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan, dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf 
nyata 5% di mana memiliki nilai thitung (-2,703) > ttabel (1,943) dan memiliki nilai 
probabilitas 0,035< 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 
pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2) Variabel pengangguran (X2) 
Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan, dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% di mana 
memiliki nilai thitung (4,111) > ttabel (1,943) dan memiliki nilai probabilitas 0,006< 
0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan 






3) Variabel pendidikan (X3) 
Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 
dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% di mana memiliki nilai 
thitung (-2,613) > ttabel (1,943) dan memiliki nilai probabilitas 0,040< 0,05. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Uji serempak (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh  
variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 
Fhitung dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% ( = 0,05). Apabila nilai Fhitung> 
dari nilai Ftabel maka berarti variabel bebasnya secara serempak memberikan 
pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat, yang mana ditunjukkan 
dengan pengujian statistik melalui uji F yang dapat dilihat melalui tabel berikut : 
Tabel 4.12. Hasil Pengujian Secara Serempak 
 






Regression 24.252 3 8.084 10.749 .008b 
Residual 4.512 6 .752   
Total 28.764 9    
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
b. Predictors: (Constant), Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 
 
Sumber : Hasil olahan data 
 
Berdasarkan hasil pengujian secara serempak maka diperolehnilai  Fhitung 
= 10,749 dan Ftabel 4,757 serta memiliki nilai sig atau value = 0,008, karena nilai 
probabilitas yang lebih kecil dari nilai standar (0,008< 0,05), maka dapat 





pendidikan mempunyai pengaruh secara serempak terhadap tingkat kemiskinan 
di provinsi Sulawesi Tenggara. 
 
4.3 Analisis Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan yakni melalui 
pengujian pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat pengangguran 
dan tingkat pendidikian terhadap tingkat kemiskinan khususnya di Sulawesi 
Tenggara dengan menggunakan data tahun 2002 – 2012. Sehingga dalam 
menganalisis data penelitian ini digunakan model regresi linier berganda. Dalam 
menganalisis data penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan 
perkapita dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan 
sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk 
miskin. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas, akan dapat disajikan 
beberapa pembahasan dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap jumlah penduduk miskin 
Berdasarkan hasil analisis uji regresi yang diolah dengan 
menggunakan software SPSS release 20. Dari olahan data yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif 
terhadap jumlah penduduk miskin. Dimana semakin tinggi pendapatan 
perkapita yang diperoleh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara maka 
jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sedangkan secara parsial 
yang telah diolah menunjukkan bahwa antara pendapatan perkapita dengan 





bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap 
penduduk miskin. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman (2003) yang meneliti 
pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
kemiskinan Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan 
desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan dan secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh 
negatif dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap kemiskinan. Kemudian penelitian Hermanto (2012) yaitu dampak 
pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk yang miskin. 
Sedangkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara jumlah 
pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk 
miskin. Sehingga dari hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Ni Nyoman dan Hermanto. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
jumlah pendapatan perkapita yang tinggi dapat mengurangi jumlah penduduk 
yang miskin. 
2. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin 
Pengaruh tingkat  pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin, 
dimana dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
antara tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk miskin berpengaruh 
positif. Dimana semakin tinggi tingkat pengangguran khususnya pada 





dengan kata lain semakin besar jumlah penduduk yang menganggur maka 
akan semakin besar pula jumlah penduduk yang miskin. 
Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
tingkat pengangguran berpengaruh secara signiikan terhadap jumlah 
penduduk yang miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa secara implikasi 
penelitian menunjukkan bahwa antara tingkat pengangguran berpengaruh 
signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sebab nilai sig < 0,05. 
Kemudian dari hasil penelitian sebelumnya yaitu Cholili (2014) yang 
meneliti mengenai pengaruh pengangguran, PDRB dan indeks 
pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin. Dari hasil uji 
parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan IPM dan 
pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan. Kemudian Yarhim Yacoub (2013) dengan judul penelitian 
pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 
Kalimantan Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran 
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 
Kalimantan Barat. 
Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa antara tingkat pengangguran berpengaruh signifikan 
terhadap jumlah penduduk miskin. Selanjutnya dari hasil analisis data 
mendukung dari penelitian sebelumnya. Sehingga temuan-temuan yang 
diperoleh bahwa dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan 






3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan yakni pengaruh 
tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin dimana berpengaruh 
negatif. Dimana setiap kenaikan tingkat pendidikan akan dapat diikuti dengan 
penurunan jumlah penduduk miskin. Kemudian dari hasil uji parsial yang 
telah dilakukan ternyata antara tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk 
miskin berpengaruh signifikan sebab nilai sig < 0,05. 
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahsunah (2012) 
dengan judul penelitian pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan 
pengangguran terhadap kemiskinan di Jatim. Hasil regresi menunjukkan 
bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan. Penelitian lainnya yaitu Nita (2012) yang dalam hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwapendidikan berpengaruh positif terhadap 
jumlah penduduk miskin sedangkan PDRB berpengaruh terhadap jumlah 
penduduk miskin. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap jumlah 
penduduk miskin, sehingga dari hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya. Sehingga secara implikasi penelitian menunjukkan bahwa 
dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat mengurangi tingkat 
penduduk yang miskin. 
Berdasarkan hasil temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perlunya kebijakan pemerintah dalam peningkatan 
pendapatan perkapita dan pengelolaan SDM melalui peningkatan pendidikan 

































Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 
pertumbuhan pendapatan perkapita, pengangguran dan pendidikan terhadap 
tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Hasil uji regresi yakni antara pendapatan perkapita terhadap tingkat 
kemiskinan dapat dikatakan berpengaruh negatif dan signifikan. Dimana 
semakin tinggi pendapatan perkapita maka tingkat kemiskinan tinggi dan 
memiliki pengaruh secara signifikan. Dengan demikian hipotesis pertama 
terbukti. 
2. Berdasarkan hasil uji regresi antara tingkat pengangguran terhadap tingkat 
kemiskinan, dimana dari hasil analisis tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 
semakin tinggi pengangguran maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan, 
dan berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian hipotesis diterima. 
3. Berdasarkan hasil uji regresi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa     
antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif 
dan signifikan. Dimana dengan adanya tingkat pendidikan maka akan dapat 
mengurangi tingkat kemiskinan, dengan demikian hipotesis terbukti. 
 
5.2. Saran-saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil 






1. Disarankan agar perlunya dilakukan peningkatan pendapatan perkapita,        
hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi 
Sulawesi Tenggara. 
2. Disarankan pula agar perlunya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran 
yakni dengan jalan memperluas kesempatan kerja bagi setiap penduduk 
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